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RINGEASAN

Undang-undang Nomar 23 Tahun 1997 rentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (ULPLIH) menganut asas pembangunan  berkelanjutan  (swstainahle
development) yang berwawasan lingkungan. Agar terlaksananya asas tersebut dan
dilam rangka penegakan hukum lingkungan UUPLH juEa mengamr tentang
persyaratan  penataan lingkungan mdup terdin dam: 1 Peranan  dalam
melaksanakan wsaha dan‘ataw kegialan bams ada izn Setiap usaha danfatau
kepiatan vang menimbilkan dampak besar dan penting terhadap ingkungan hudup
mntuk memperaleh izin untuk melakokan usaha dan/atan Kegiatan wajib memiliki
analists mengenan dampak lingkungan hidup untak memperoleh tzm melikukan
usaha dan atau kematan, 2 Pensawasan terhadap penotaan pemangzung jawab
damarau kematan vang telah ditetapkan dakam peraturan perundang-undangan di
bidang hinghkungan hidup, 3. Tindak lanjur dan pengawasan tersebut adalah sanksi
admunistrast berupa paksaan pemenntaban. vang paksa, penutupan lempat usaha,
penzhentian kematan mesin perusahaan, dan pencabutan zin, 4 Awdit lingkungan
fidiep, Pencabutan izin merupakan wpava twerakhir dalam  penjatuban sianksi

FOMImESITRS

Penyelesaian sengketd linghungan hidup adalab bapian dan penegakan
fukum Imgkungan. Pencgakan hukum lingkunean terdin dan penegakan hukum
perdatn, penegakan hukum pufana dan penegakan hukom admingsirast,. Hokum

Imygkungan sendin adalah hokum vang bensi noona-norma vang mengalr

perilake  mamesia dengan moan wama adalah ustuk mebndungt  Kualbitas



BAB 1

PENDAHULLAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan pembangunan di berbagai negara dan di denia
dewasa ini berlandaskan pada konsep Sustamable Development, di Indonesta
tecminology i diterjemahkan menjadi pembangunan berkelanjutan, Defnisi
Sustainable Development vang diberikan oleh World Compnission on
Ervironment and Development (WCED) adalah " Development that meets the
needs af the presenis withow! compromising the ability of future generationy
to mees their own recds” (Pembangunan yang memenuhi kebutuhan gencrasi
sckarang  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi-generasi  mendatang
memenuhi kebutuhannya sendiri),

Pembangunan herkalanjutnn imi juga menjadi salah satu asas di dalam
Undang-Undang RI MNo23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Paradigma Barmu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertama
luhir pada wakm Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang
Limgkungan Hidup Manusia  (The CUkited Navions Confercree on The Human
Envivonment } di Stockholm 3-16 Juni 1972 yang dikenal dengan Konferensi
Stockholm, Deklarasi Stockholm merupakan Dokumen [nternasional vang
mencerminkan  komuitmen  negara-nggara peserta konferenst  ontuk

melaksanakan pembangunan tanpa menyebabkan penumnan  kwalitas

' Koesnadi Hardjnsoemanin, Goos Govermoice dofion pemhangunon berkefanfuion df
whoanesiz, makakaly pemnbanmenan hubum nasienal VETL
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lingkungan hidup vang memimbulkan dampak negatf di dalam dan di Juar
batas-hatas vunsdiksi Nasional sebunh neégara.

Sepuluh tahun se:::Eailu penvelengaraan konferensi Stockholm 1972, PBR
menilai bahwa koalitas lingkungan hidup global tidak semakin membaik,
tetapi semakin memburuk seperti adanya pejala Penipisan Ceoon, Peninghatan
Suhu Global, beekurangnya kawasan hutan tropis. Karena itu Majelis Umum
FBB pada tahun 1983 membentuk The World Commizsion on Environmen
and Development (WCED) diketual oleh MHarlem Brundtland, Perdana Menten
Morwegia, Komisi i juga dikenal dengan Komisi Brundtland. WCED
menghasilkan scbush laporan vang disehut “Our Common Futuee™. Kemudian
WCED merumuskan definisi dari Sestainable Development sebagaimana
tersebut di atas,”

Unmik menindaklanjuti  rekomendasi  laporan Komisi Brundtland
tersehut, Majelis Umuom l’l:l.l:t memutuskan menyelengzarakan konfrensi FRB
tentang  Lingkungan Hidup Dan Pembangunan  (The  United  Mations
Conference an Environsment and Develapment) di Rie Jenciro Brazil yang
dikenal dengan Konfrensi Rio 1992, Kontfrensi ind dihadiet utusan 178 negara.
Badan-Hadan Intermasional don Ratusan Perwakilan Lembasa Swadaya
Mlasvarakar (L5M). Konferensi Rio disebut juza dengan “Pertemuan Puncak
Bumi™ {The Earth Summit], Konfrensi Rio menghasilkan kesepakatan sebagai
herikut:?

1. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

2. Konvensi tentang Keanekarazaman Haval (The Biodiversiy Comeention).

! Tokdir Bohmadi Aok Liepkwron vang Merdivkeng Peaibangunan Berbelanivian,
~utitleh pada ulial wmum Program Pusca Saruna LUmiversals B don Universitas Andalas,
*eanbary 27 Sepreesber 2003,

' Thigl.
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BAR IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

J-ud

Penvelesaian sengheta lingkungan hidup adalah hagian duri penegakan
lukem lingkungan. Penesakan hukum lingkungan terdici dari penceakan
hukum  perdata, penepakan hukum pidana  dan  penesakan  hukum
administrasi, Hukum lingkungan sendini adalah hukum yang berisi norma-
MMM yang meagatur perilaku manusia dengan mjuan wtama adslah untuk
melindungi kualitas lingkungan, Hukum ini memilik beberapa prinsip dan
instrumen penting, Prinsip tersebut adalah sehagaimana diseburkan dalam
Deklarssi Rio  diantaranya prinsip  pencepahan  dini (pPrecautionan
Principde), hukum tersehyt jua memiliki beherapa instrumen diantaranya
yang cukup penting adalah instrumen perizinan. Hukum lingkungan SErimg
dilanggar, terutama pelanggaran Kewajiban-kewajihan vang ada dalam
berbagzai peraturan perundang-undangan di hidang lingkungan hidup atay
sumber daya alam, antaca Inin pelanggaran-pelanggarin vang ada dalam
Ketentuandsyarat — perizinan, Petangparin dapat  menimbulkan
pencemiaran  dandalay  perusaion lingkungan hidup.Peacemaran  dan
perusakan itulah menarut UUPLH sebagai penyebab timbulnyg sengkera
lingkungan hidup vang harus diselesaiban,

Penyelesaian sengkets lingkungan adalah prosedur yang ditempuh uniok
mendapatkan penyelesaion atas sengheta lingkungan Hidug ftw, Menome
Pasal 30t UUPLH menyebutkan penyvelesaian seneketa lingkungan dapa

ditempuh baik melalui pengadilan untuk mendapatkan Putusan atau sanksi,
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